PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINITRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milonc Nomor 01 Palangka Ha‘,m ?31 11
Telp.(0536) 4200241 dan Fax 4200241 smail alte

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN
. Pengadaan Printer Kecil (Biro
Administrasi Pimpinan)

NOMOR DAN TANGGAL 5P
489/03/KPAJADPIMN/2023

Tanggal 12 Januan 2023

SURAT PESANAN (5P)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JOHNI SONDER, 5.5TP.,M.Si
NIP . 197806221996121002
Jabatan . Kuasa Pengguna Anggaran

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian:

Nama IWANS GUNAWAN
Jabatan Direktur CV. PANEN RAYA
Alamat Jdin. RTA. Milono, Km. 1 BLOK. 3 Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET EEN-P2301-2475000

langgal
Nama Produk Kuantitas ::uu l,'"ga H..r.g- Pengiriman  Total Harga
lang Satuan Kirim Produk
4526300001-
EEN-045333247 Rp
10 DR 4Bos00000 RPOO 12 Jamuari 2033 hon a0 o0 d*‘
PRINTER EPSON L3210
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SYARAT DAN KETENTUAN -
1. Hak dan Kewajiban
a Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian
barang sesuai dengan total harga dan wakiu yang tercantum di
dalam SP ini
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elektronik,

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dan
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasi
teknis dan persyaratan yang sama,

¢. menginmkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (tanggal/oulan/tahun) sejak SP ini

diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

€. mengganti barang setelah Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui
Pejabat/Panitia Penerma Hasil Pekerjaan (PPHP)
melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
f. memberkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. rnarannhan_ tayanan purnajual sesual dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
b. PEJABAT  PENANDATANGAN/PENGESAHAN  TANDA  BUKTI
PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki hak:
a. menerima barang dan Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP inl.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan,
¢ mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2 barang rusak pada saal pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan sepert|
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada),
2. Mendapatkan layanan pumajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
2 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki kewajiban:
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b. memerksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastkan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperli instalasi, testing, dan pelatihan (apabila
ada)

2 Woaktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP

i selambat-lambatnya pada (tanggalbulanftahun)sejak SP ini diterima oleh
Penyedia.

4. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut
Kantor Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Jin. RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya

4 Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 26 Januar 2023

3. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalul
PPHP menenma barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan
ketentuan di dalam SP ini,
b. Dalam hal pada  saat pemeriksaan barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjian menemukan bahwa

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menclak penenmaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut

¢ Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
meminta Tim Teknis untuk meiakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap
barang yang diterima

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memernniankan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat
mutu atau kerusakan,

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang
dengan membenkan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Ha

rig_a Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar
kepada Penyedia alas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang
tercantum pada SP ini

2 Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead,
biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada)
dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga 5P sesual dengan nncian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga,

7. Perpajakan - n
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas p g [
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8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia, baik sebagal akibat peleburan (merger),
konsolidasi, atau pemisahan,
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagal berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang
bersifat standar dilakukan untuk pekeraan seperti pengiriman
barang (distribusi  barang)  dari Penyedia  kepada
Kementenan/Lembaga/Satuan Kena Perangkat Daerah/institusi;
dan

2. Pengalhan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi (mingr), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan
lain sebagainya

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalul adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan
Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi
a Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terflambat melakukan
pembayaran prestas: pekernaan kepada Penyedia
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan
ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar

11 Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikinmkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk
pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAK] lainnya
yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a Penyedia dengan jaminan pabrikan dan produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara waijar
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
;‘:F-hh serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam

Ini,

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Pumajual
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berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
wakiu yang ditetapkan dalam pambaritahuan tersebut

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam  jangka wakiu yang  ditentukan, maka Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjian akan menghitung
biaya perbaikan yang diperiukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjian secara langsung atau
melalu pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Pernanjian akan melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian lersebut sesuai dengan klaim yang diajukan
secara lertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dar nilai tagihan
Penyedia.

13. Pembayaran

b.

c.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjian, dengan
ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan langsung, dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesal 100%
(seratus parseratus) dan bukti penyerahan pekenaan diterbitkan.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan
proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (tujuh)
ha{.: kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan
sah.

14, Sanksi

a.

b.

=5

Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1 ;rrida’rr. menanggapl pesanan barang selambat-lambatnya (tujuh) hari

ana;

2 Tidak dapat memenuhi pesanan sesual dengan kesepakatan dalam
transaksi melalul e-Purchasing dan SP ini tanpa dizertai alasan yang
dapat diterima, dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang
lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-
Purchasing pada periode penjualan, jumiah, dan tempat serta
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3, pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam  sislem  transaksi
e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman darl Katalog Elektronik
(e-Catalogue)
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksj
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan
mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e
Purchasing
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a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau
terjadi Keadaan Kahar,

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Peranjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila.

8. kebutuhan barangfjasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhimya SP,

b. berdasarkan penalitian Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
Penyedia lidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan
50 (hma puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan,

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekearaan
sampai dengan 50 (lima puluh) har kalender sejak masa
berakhimya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia I|alaifcidera janji dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tdak memperbaiki kelalalannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan:

e Penyedia terbukhi melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang, dan/atau

f pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya  {tujuh) hari kera setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.

¢ Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a. akibat keadsan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesual ketentuan SP atau
adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan:
atau

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan 5P sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wﬂh:;d
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenak
denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari

sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari 511
keterlambatan /Q.



17. Keadaan Kahar

8. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadsan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabal Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis datam waktu selambat-lambatnya 14
{empat belas) hari kalender sejak tenadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihakfinstansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18 Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dar atau berhubungan dengan SP ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan, Jika perselisihan
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam
wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kera Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima
komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan

selesainya pelaksanaan pekerjaan.
1. 12 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2023 (14 Hari Kalender)

Demikian SP ini dibuat dan dtandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama '

Untuk dan atas nama

Pejabal Penandatangan/Pengesahan  Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
Tanda Bukti Perjanjian (KSO)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) CV. PANEN RAYA

JOHNI SONPER, S.5TP., M.Si IWANS GUNAWAN
PembinatUtama Muda Diraktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINITRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya '.F311'|
Telp (0538) 4200241 dan Fax 4200241 email J -

h

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN

TANDA BUKTI PERJANJIAN
Pengadaan Printer Kecil (Biro

SURAT PESANAN (SP) Administrasi Pimpinan)

NOMOR DAN TANGGAL SP

489/03/KPAJADPIMA2023

Tanggal 12 Januari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama JOHNI SONDER, 5.5TP. M.5i
NIP - 1878068221986121002
Jabatan - Kuasa Pengguna Anggaran

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

Nama IWANS GUNAWAN

Jabatan . Direktur CV. PANEN RAYA

Alamat - Jin. RTA. Milono, Km. 1 BLOK. 3 Palangka Raya
Selanjutnya disebut penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagal
bernkut :

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET EEN-P2301-2475000
Mata  Hargs  Harga  '°egal
Nama Produk Kuoantitas | n i Pengiriman  Total Harga
Uang Satuan Kirim
Produk
4526300001 -
EEN-D45333247 Rp Rp
1.0 BR - 400000000 RPOOO 12Januar 2023 S0, o0 0
FRINTER FPRON Li2e

¥ /@-l
TERBILANG : Empat Juta Rupiah



SYARAT DAN KETENTUAN
1. Hak dan Kewajiban
a Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian
barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di
dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a tdak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elekironik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi
teknis dan persyaratan yang sama;

c. menginmkan barang sesual spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (tanggai/bulan/tahun) sejak SP ini
diterima oleh Penyedia,

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan,

e mengganti barang seteiah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Penanjian melalui
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
melakukan pameriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat penginman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesua: dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini,
f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan {apabila ada);
9. memberikan layanan pumnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
b PEJABAT  PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA  BUKTI
PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjian
memiliki hak:
a. menerima barang dan Penyedia sesual dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;
¢ mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1 barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
2 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki kewajiban:
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memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

¢ memastikan layanan lambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia sepertl instalasl, testing, dan peiatihan (apabila
ada).

2. Waklu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP
ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulanftahun)sejak SP ini diterima oleh
Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Kantor Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Jin. RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 26 Januari 2023

5 Penenmaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a Pejabal Penandatangan/Pengesanhan Tanda Bukli Perjanjian melalui
PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan
ketentuan di dalam SP ini

b. Dalam hal pada saal pemeriksaan barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa.

1. barang rusak akibat cacat produksi:

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oieh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
dan/atau

d. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

¢ Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap
barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memerntahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat
mutu atau kerusakan

e Penyedia berlanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang
dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () han kerja.

& Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang
tercantum pada SP ini,
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead,
biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada)
dan biaya layanan purna jual

3. Rincian harga SP sesual dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan ulah huhurn yang barlahu 4]«
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8 Pengalihan danfatau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),
konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak ditakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang
bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman
barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan
lain sebagainya.

8. Perubahan SP
a. 3P hanya dapat diubah melalul adendum SP
b. Perubahan SF dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan
Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukt Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanijian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan
ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikinmkan/dipasok tidak mefanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjian dari atau atas semua
tunfutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemenksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk
pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya
yang dilakukan atau diduga dilakukan cleh Penyedia.

12 Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang
tidek mengandung cacat mutu yang disebabkan cleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacal mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berliaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam
SP ini

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menyampaikan pembentahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purmajual, A
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berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
waktu yang ditelapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e Jika Penyedia lidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam jangka wakitu yang  ditentukan, maka  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung
biaya perbaikan yang diperiukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukiti Perjanjian akan melakukan
perbaikan tersebut Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebul sesuai dengan klaim yang diajukan
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjian dari nilai tagihan
Penyedia.

13 Pembayaran
a. pembayaran presiasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Penanjian, dengan
katentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2 pembayaran dilakukan dengan langsung, dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus parseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan,
¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan
proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (tujuh)
hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan
sah,

14 Sanksi
a Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (tujuh) hari
kena,

2. Tidak dapal memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SF ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang
lebih mahal darl harga Barang/Jasa yang dijual selain mealalui e-
Furchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempal sera
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

0. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. penngatan tertulis;

2. denda; dan

3, pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan

a. penghentian sementara dalam  sislem  transaksi
e-Purchasing; atau
b. penurunan  pencantuman dari Katalog Elektronik
(e-Catalogue)
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan hetemunﬁ:jr
mengenai sanks: sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang

Purchasing. f
g/t
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a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesal atau
terjadi Keadaan Kahar.
D. Pemutusan 5P oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Pernanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila;

a. kebutuhan barangfasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhimya SP,

b. berdasarkan penelitian Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekernaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan
30 (kma puluh) hari kalender sejak masa berakhimya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan,

¢c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (ima puluh) han kalender sejak masa
berakhimya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia |lalailcidera janji dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/aiau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2, Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya  (tujuh) hari kerga setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagal barikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekeraan sesuai ketentuan SP atau
adendum SP;

b. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan:
atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
5P atau Adendum SP

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
salambat-lambatnya (lujuh) kerja setelah Penyedia menyampalkan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara terfulis kepada
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan
denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dar total harga atau da
sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hanjl
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17. Keadaan Kahar

a Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dan tidak dapal diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) han kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar vang
dikeluarkan oleh pihakfinstansi yang berwenang sesusi ketentuan
peraturan parundang-undangan

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disababkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi

@ OSelelah terjadinya Keadasan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP

18. Penyelesaan Parselisithan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
perkewajiban untuk berupaya sunggub-sungguh menyelesaikan secara damai
semua perselisihan yang timbul dar atau berhubungan dengan SP inl atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisinan
hdak dapat diselesakan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam
wilayah hukum Republik Indonesia.

19 Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima
komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dan SP ini. Penyedia menyetujul bahwa
pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SF ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekenaan

1. 12 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2023 (14 Hari Kalender)

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan/Pengesahan  Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan

Tanda Bukti Perjanjian (KSO)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) CV. PANEN RAYA

JOHN ER, S.5TP., M.Si IWANS GUNAWAN

‘_*Eiﬁii'na Utama Muda Direktur
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA, Milono Momor 1 Palangka Raya 73111

Telepon/Faksimile (0536) 3221716, email : biroadpim kalleng@kalteng.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
| BARANG

Nomor - 48908/ KPA/ADPIM/I1/2023

i Program Program Penunjang Urusan
Pemenntahan Daerah Provins:
Kegiatan : Administrasi U'mum
Perangkat Daerah
_PE}LEIjEBII _ Fﬂn}mﬂm_ Peralatan  dan :
Perlengkapan Kantor
No.Rekemng : 4.01.01.1.06.02
Lokasi - Biro Administrasi Pimrn'nani
Setda Prov Kalteng !

Pada hari ini Selase Tanppal Dua Puluk Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah im

Nama JOHNI SONDER,S.STP. M.Si
NIP 19780622 199612 1 002
Pangkat/Gol Pembina Utama Muda ( [Vig )
Jabatan Kepala Biro Admimistrasi Pimpinan selaku KPA/PPE
Alymat - Biro Admimstrasi Pimpinan Setda Prov Kalteng
kantor Gubernur kalimanian Tengah
JLR.T_A Milono No.01 Palangka Raya
Dengan Barang Pesanan
D) Paket EEN-P2301-2475000
IDRUP 39307995
Produk Wilavah - Kota Palangka Rava
Nama Paket - Pengadaan Printer Kecal {Biro Administrasi Pimpinan)
Pagu Anggaran . Rp 4.042 500,00
Instans Pemerintah Daerah Provins: Kalimantan Tengzah
Satuan Kerja - Sekretariat Dacrah Provins Kalimantan Tengah
NPWP Satuan Kerja : DO2BTETTSTIO00

Alamat Satuan Kerja

Alamat Penginiman

Tanggal di bum

10 January 2023

»Jalan R.T A Milono No 01 Komplek Kantor Guberrnur Kalimantan
Tengah-Kota Palangka Rava-Kalimantan Tengah

- Jalan R.T A Milono No 01 Komplek Kantor Guberrnur Kalimantan
Tengah-kota Palangka Raya-Kalimantan Tengah
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Tanggal di ubah - 11 January 2023

Tahun Anggaran r 2023
Total Produk |
Total Harga - Rp 4.000.000 00

Telah kami terima demgan baik sesuai pesanan serta jumiah yang dipesan pada Toko CV PANEN
RAYA, melalw E-Purchasing (E-Catalogue Lokal Provinsi kalimantan Tengah)

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) im dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinva.

Palangka Raya, 24 Januan 2023
Pihak yang menyerahkan barang, Pihak vang menerima,
CV PANEN RAY A
IWANS GUNAWAN JOHNI DERS.STP. M.Si

NIP. 19780422 199612 | 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111

BERITA AQ#E_A PEMBAYARAN
MNomor ; 489113 IKPAJADPIMI2023

Pada har ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari 1ahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini -

OKTARIA NOVRATINA PURBA, 5.50s
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan { PPTK )

Telah Memeriksa

Pelaksanaan Pekerjaan . Pengadaan Printer Kecil (Biro Administrasi Pimpinan)
Yang dilaksanakan oleh . CV. PANEN RAYA

Berdasarkan

Surat Pesanan (SP) . Nomor - 489/03/KPAJADPINIII2023

Tanggal : 12 Januarn 2023

Berpendapat bahwa sebagai berikut

Berdasarkan Sural Pesanan Nomor 489/03/KPA/ADPIMN/2023 Tanggal 12 Januari 2023,
maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar Rp 4.000,000,00 (Empat Juta
Rupiah) termasuk PPN + PFh,

Pembayaran akan dilakukan secara langsung (LS) dan akan dipindah bukukan cleh bendahara
APBD ke Rekening BANK KALTENG PIHAK KEDUA atas nama CV. PANEN RAYA dengan
nomor rekening : 1000103004550 dan NPWP : 90.054.968.4-711.000 sebagaimana terdampir
setelah pekerjaan selesai dilaksanakan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenamya dalam rangkap yang
diperiukan untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - CV. PANEN RAYA
( PATK) <, Y | /‘ b
sl .-I' rl ]
A sz .,*J o
OKTARIA NOVRATINA PURBA, 5.S0s ’ IWANS GUNAWAN
NIP. 198610062018032008 Direktur

Kepala Biro-Administrasi Pimpinan
Seida Frnaﬂr:'a_i_ﬂaumantan Tengah



PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA Milono Nomar 01 Palangka Raya 73111
Tedp. (0536) 4200241 dan Fax. 4200241 amail © hroadpim kaltengifgmai com

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor © 489/13 /KPAJADPIMA/2023

Pada han ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini -

OKTARIA NOVRATINA PURBA, 5.50s
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan { PPTK )

Telah Memeriksa

Pelaksanaan Pekarjaan . Pengadaan Printer Kecil (Biro Administrasi Pimpinan)
Yang dilaksanakan oleh CV. PANEN RAYA

Berdasarkan

Surat Pesanan (SP) . Nomor 489/03/KPAJADPIM/I/2023

Tanggal ;12 Januari 2023

Berpendapat bahwa sebagai berikut -

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor 489/03/KPAJADPIMA/2023 Tanggal 12 Januari 2023
maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta
Rupiah) termasuk PPN + PPh

Pembayaran akan dilakukan secara langsung (LS) dan akan dipindah bukukan oleh bendahara
APBD ke Rekening BANK KALTENG PIHAK KEDUA atas nama CV, PANEN RAYA dengan
nomer rekening : 1000103004550 dan NPWP : 90.054.968.4-711.000 sebagaimana terlampir
setelah pekerjaan selesai dilaksanakan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap yang
diperiukan untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya,

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan CV. PANEN RAYA
( PPFK)

OKTARIA NOVRATINA PURBA, S.S0s IWANS GUNAWAN
NIF. 188610062019032009 Direkctur

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah

)
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PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA Milono Nemor 01 Palangks Rmra T31 11
Telp (D536) 4200241 dan Fax. 4200241 email - Lroad; .




@ KWITANSI oo™ =

Kode Rekening 5.2.02.10.02.0003
Tenma dan Kuass Penggune Anggaran Bro Admenisirasi Pimganan Seida Prov, Kalteng
Liang sebanyak # Empat Juis Rupiah &
vaitu Pengadsan Pengadean Printer Kecil uniuk keperiuan Biro Administras Pimpinan dengan Momos

Surai Pesanan 48303EPARDPIMARZ0Z3, Tanggal 12 Januan 2023, Momor Berita Acara Sarah
Tenma Barang - A8808KPAIADPIMAZO23, Tanggal 24 Janwar 2023, Nomor Berita Acara
Pambayaran | 4881 WKPAADPINAGZOZA Tanggal 26 Januan 2023

Tarbilang Rp. 4.000. 000,00

Setuyju dibayar -
Kepala Biro Admanistrasi Pimpinan

Kuasza Pannntm/\mgran
*

Barang-barang tsb islah diterima dengan Barang bareng isb islah Smasukkan ang s ielah dibaysr iunas kepada
cukup dan dakam keadaan baik oleh | dalam daftar inventaris/Pemakalan g btk i

Hama Tal e ——————
Jabaian Mo, inv K asas [ CETARLA NOVRATINA 2508 ]



NPWP
NAMA
ALAMAT

NOP

JENIS PAJAK

JENIS SETORAN
MASA PAJAK

TAHUN PAJAK
NOMOR KETETAPAN
JUMLAH SETOR
TERBILANG

URAIAN

NPWP PENYETOR
NAMA PENYETOR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING
MASA AKTIF

Catatan : Apabila ada kesalahapetalejeisian

P
KEMENTERIAN KEUANGAN R.1.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

: 00.287.877.5-711.000
: SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KA

JL RTA MILONO - KOTA PALANGKARAYA

Do411211

920

. 02-02
. 2023

Rp.396.396

CETAKAN KODE
BILLING

Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam

Rupiah

Pembayaran PPN Belanja Modal Peralatan Personal Komputer

00.287.877.5-711.000

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

0273 8699 6173 020
26/03/2023 15:42:22
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KEMENTERIAN KEUANGAN R.1. CETAKAN KODE

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING
NPWP : 90.054.968.4-711.000
NAMA : PANEN RAYA
ALAMAT : JL RTA MILONO KM 1 - KOTA PALANGKARAYA
NOP To-
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 02-02
TAHUN PAJAK . 2023
NOMOR KETETAPAN T -
JUMLAH SETOR : Rp.54.054
TERBILANG . Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Empat Rupiah
URAIAN : Pembayaran Pph22 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
NPWP PENYETOR : 00.287.877.5-711.000
NAMA PENYETOR : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0273 8699 6497 124
MASA AKTIF 1 26/03/2023 15:44:30

Catatan : Apabila ada kesalahant@SiHR RIAPKON BIING GtABRHEEBrDENAKUHN BEMINT, |IesIE! BillFTju 105Ul
dapat dibuat kembali. Tanggung RWABUSSNOKCTR!BilRG RIga PBEISAIDTE]aK FaNGISHIEPYS! SIUL
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